



































Pornografi telah berkembang dengan berbagai macam bentuk dan modus operandi seiring 
kecanggihan teknologi informasi. Penerapan hukum atas perkara pornografi menjadi tantangan 
tersendiri bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara mengingat kondisi masyarakat terus 
berkembang. Materi yang disajikan dalam buku ini membahas pornografi dalam hal arti penting 
larangan tindakan pornografi, esensi pornografi sebagai dehumanisasi sampai dilembagakan 
dalam ketentuan hukum pidana sebagai perbuatan pidana. Pemaparan tidak hanya disajikan dari 
sisi teori hukum pidana akan tetapi penerapan ketentuan hukum oleh hakim yang diperoleh dari 
penelitian. Hasil penelitian menujukkan hakim mendapatkan tantangan tersendiri dalam 
memeriksa dan memutus perkara pornografi dengan menggunakan internet (cyberpornography). 
Hakim telah terbiasa melakukan penafsiran kontekstual yang tidak lain melakukan penemuan 
hukum pada tiap perkara pornografi yang berkembang, seperti penyebarluasan foto telanjang, 
video berisi muatan pornografi, cyberpornography untuk prostitusi, pornografi anak, pembuatan 
pornografi untuk kepentingan sendiri, dan bisnis pornografi. 
Penulisan buku ajar ini bersumber dari hasil penelitian “Pemberlakuan Sifat Melawan 
Hukum Materiel dalam Putusan Perkara Pidana Pornografi melalui Internet” dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri di wilayah hukum Jawa Timur, melalui wawancara hakim dan  analisis 
dokumen putusan hakim atas perkara pornografi melalui internet.  Hasilnya buku ajar ini memiliki 
keunggulan karena menyajikan pemahaman aplikatif terhadap pemberlakuan sifat melawan 
hukum materiel dalam perkara pornografi melalui internet yang masih belum ada literatur khusus. 
Mahasiswa Fakultas Hukum yang mengambil Mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana dan 
Kejahatan Siber pada Semester IV akan termotivasi untuk memelajari pemahaman terkini tentang 
penerapan pornografi.  
Penyusunan buku ini tidak terlepas dari peran serta banyak pihak yang berkontribusi. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat 
Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan dalam pembiayaan penelitian. Ucapan 
terima kasih penulis ucapkan kepada Rektor Universitas Surabaya atas dukungan pembiayana 
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studi lanjut serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Surabaya 
yang memberikan kesempatan, pembekalan dan pelayanan dalam penelitian. Penulisa juga 
memberikan ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya  yang 
selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian tepat waktu. Akirnya, 
kepada kolega dosen di Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, saya 
mengucapkan syukur dan hormat atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan untuk 
melaksanakan penelitian ini.  
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